
BIIPATI I{AL3[*HERA BABAT
PNOVIITSI MALIIKIT UTANA

PERATTIRAII BUPATI TIAL}IATIERA BARAT

ItoD[oR: {{ TAHUI{ 2U26

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimtrang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi HALMAHERA BARAT'

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik. bersih Oan fibas^ciari korupsi, kolusi_dan nepotisme di

t-ingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
p*:iu"tllemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilarang

minerima hadiah atau pemberian dari siapapun juga yang

berhubungan dengan dan atau pekerjaannya;

bahrna beidasarkJn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menitapkan peraturan Bupati tentang Pedoman

Pengend aiian Gratifikasi Kabupaten Halmahera Barat

b.

Mengingat : 1 
Uffi:E "ffim* Nx#," f30 #*:"Ti*:'1??i-i:Hffi
pembentr-rkan Daerah-daerah srvatantra Tingkat Ii datam wilayah

Daerah Srvatantra Tingkat i Maluku Menjadi Undang-undang;

Z. Undang-Unrlang Nomoi 28 Tahun 799q tentang Penyelenggal'aan

uegarJ yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,(Lembaran

lr"!** eepl-rutit< Indonesia Tahun lggg Nornor Ts,Lemtraran

Ne[ara nepunUt Indonesia Nomor 3851);

3. Uniang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pid.ana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 19gg Nomor i+0, Tambahan LemLraran Negara Republik

Indonesia Ncmor 3374) sebagairnana telah diubah dengan

Und.ang-UndangNomor20Tahun20olilembaranNegara
nepubiik IndonJsia Tahun 2001 Nomor 134, Tamtrahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a150);

+. Uniang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Und.angNomor46TahunlgggtentangFembentukan
provrnsi Malukri utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat;
S.Undang_UndangNomor30Tahun2aa2tentangKomisi

PemberantasanTind.akFidanaKorupsiilemLrararrNegara
Repuirtik indcnesia Tahun 20a2 Ncmor 137, Tamhahan Lembara:r

N;;";" Repr-rblik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2OAZ tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A19 Nomor l97,Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO9];

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan
Daerah {Lembar=an Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
224, TamLrahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5597j seLragaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ag tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-IJndang Nomor 5 Tahun 2AA tentang Aparatur Sipii
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1! Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494i
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Repubiik Inclonesia Tahun 2A23 Nomor 141. Tambahan Lembaran
Negara Ri Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah(Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemeriniah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZArc tentang Perangkat
Daerah (l,ernbaran Negara Republik indonesia Tahun 2016
Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5948i sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun ZAW tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16
Nomcr 260, Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik Ind-onesia
Nomor 59a8);.

13. Peratr-rran Presiden l'lomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasionai Pencegahan Korupsi {Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 108);
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Menetapkan:

14. Feraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolaasi Nomor 52 Tahun 2OL1 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerianllembaga dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun Nomor 1813)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor
10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Feraturan Menteri
PemberdaS,aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2A14 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wila-vah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayair Birokrasi
Bersih dan Melayani diiingkungan Kementerian/Lemtraga dan
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ag Nomor 1813);

15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ZAW Nomor 1438].

16. Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 2
Tahun 2A27 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun Z}rc ientang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAI\I BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKAS1 D1LINGKUNCAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERq, BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yalg dimaksud dengan:
1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah Katrupaten adalah Bupati sebagai penyelenggara

Pemerintahan Daerah )iang memimpin pelaksanaan -vang menjadi ker.venangan
daerah otonom.
Bupatr adalah Bupati .

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kervenangan Daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
Pejabat/Pegawai Daerah ya:.lg selanjutn_v-a disebut Pejatlat/Pega',vai adalah
Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Aparatur Sipil
Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD,
Pegawai BUMD, Pegawai )ang bekerja untuk dan atas Rama Pemerintah
Daerah.

7 " Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnlza disingkat KPK lembaga
negara yang independen dengan tugas dan \rrewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang

D\).
4.

5.
5.

d

-3-



Undang Nomor 30 Tahun 2OA2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutrya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modatrya dimiliki oleh Daerah.

9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur
penyelenggaraarl pemerintahan daerah.

10. Unit Pelaksalla Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah Unsur
pelaksaaa tugas teknis pada Perangkat Daerah.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,barang, (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pedalanan, flasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian gratifikasi"

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Halmahera Barat y*tg selanjutnya
disingkat Urc Kabupaten Halmahera Barat adalah unit kerja yang
bertanggungiawab untuk menjalankan fungsi pengendalian dilingkungan
Pemerintah Daerah.

l-4. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan
hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima
gratifikasi.

15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK
dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan
Gratifikasi.

16. Pelapor Grati{ikasi yang selaajutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara
Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak grati{ikasi yang
menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.

17. Pegawai Negeri adalah meliputi:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang

Kepegawaian dan/atau Undang- Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;
c. orang yang menerima

negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau

gaji atau upah dari keuangan

upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan fl,egara atau daerah; atau

e. ortmg yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

18. Penyelenggara Negara adalah Pejahat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokolcrya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

19. Konflik kepentingan ada'lah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga
memiliki kepentingan pribadi dan dapatmempengaruhi pelaksanaan tugas
atau kewenangarulya seca-ra tidak patut.

20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan jabatannya.
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21. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan
sama daiam hal jenis, betrtuk, persyaratan atau nilai unti-rk sernua peserta
memenuhi prinsip kewajaran.

22. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan interaal instansi di mana
terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

BAB II
PELAPORAN DAN PEI,{E?APAN STATUS GRATIFIKASi

Bagian Kesatti
Umum

Pasal 2
{1) Setiap PejabatlPegannai wajib rnenolak gratifikasi 1'ang diketa}:ui sejak ar,r,ai

berhubungan dengan jabatann)'a dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
a. terkait dengan pemberian la5ranan pada masyarakat diluar penerimaan

-vang sah;
b. terkait dengan tugas dalam proses penlrusunan anggaran diluar penerimaan

yang sah;
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dal

evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang

sahfresmi dari Pemerintah Daerah;
e" dalam proses penerimaanf promosii rnutasi pegawai;
f. daiam proses komunikasi,negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan

pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kervenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasamafkontrak,i kesepakatan dengan

pihrak lain;
h. sebagai ungkapan ter-ima kasil: sebeium, selama atau setelahr proses

pengadaan barang dan jasa;
i. merupakan hadiah atau souvenir i:agi pegar,vai/ pengawasitarnu seiarna

kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas w'isata, voucher oleh

PejabatlPegarvai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan kewajibannya dengan pemberi grati{ikasi yang tidak relevan dengan
penlrgasan yang diterima;

k" dalam rangka mempengaruhi kebrjakanl pemangku ker.l.enangan; dan
1" dalam pelaksanaan pekerjaan -vang terkait dengan dengan

ke'wajiban/ tugas Pejabat,r Pegawai.

{2i Setiap Pejabat/Pegau,ai di}arang mernberikan gratifikasi kepada Pegax.ai
Negeri Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan ker.va.f iban atau tugasnya.

Pasal 3
{1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara w'ajib melaporkan penerimaan

dan /atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan ciengan
jabatan dan berlawanan dengan keu.ajiban atau tugasnya.

i2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clikecualikan
terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
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d.

e.

g
b.

h.

j,

k.

dalam keluarga yaitu kakekfnenek, bapaklibu mertua suami/istri,
anakfmenarrtu, anak angkatl r,vali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakakladik/ipar/sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umurr;

c. manfaat koperasi,organisasi kepeganaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
perangkat atau perlengkapan y311g diberikan kepada peserta elalam
kegiatankedinasan seperti seminar,urorkshop, konferensi, pelatiha:r,
atau kegiatan sejenis, -yang berlaku umum;
hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, y-ang
dimaksudkan sebagai alat prorlosi atau sosiaiisasi yang rnenggunakan
logo atau pesan sosialisasi,sepanjang tidak memiliki konflik
kepentingan dan beriaku umum'
hadiah, apresiasi atau pengrr".g;., dari kejuaraarl, perlombaan atau
kompetisi yang djikuti dengan bia,va sendiri clan tidak terkait dengan
kedinasan;
penghargaan baik Lrerupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pernerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
hadiakr iangsung/undian, diskonlratrat,voucher,point, rewards, atau
suvenir _yang berlakr: umum dan tidak terkait kedinasan;
atau honor atas prol-esi diiuar kegiatan kedinasan ),-ang tidak terkait
dengan tugas dan kervajiban, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawail pejabat
]'ar1g bersa-ngkuta-n;
kompensasi yang diterirna terkait kegiatan kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan -vang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat
konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuafi yang
berlaku Ci instansi penerima;
bunga sebagai ucapan -t ang ditrerikan dalam acara seperti pei-tunangan,
pernikahan, kelahiran,kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi,
atau upacara adatr/agarfla lainn3,.a, pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan;
pemberian ter-kait dengan pertunangan, pernikahan, keiahir-an, akikah,
baptis khitanan, potong gigi, atau upacara adatlagama lainn_v*a dengan
batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
pemberi;
pemirerian terkait dengan musil:ah atau bencana yaflg
dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu,
mertua, dan,/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan,dan rnemenuhi keu.ajaran atau kepatutan;
pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,
mutasi jabatan, atau ulang tahun -vang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainrlva paling baryak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pernberian tidak
melebihi Rp i.000.000,00 {satu juta rupiah) dalam 1 (satu} tahun dari
pemberi yang sama, sepaqjang tidak terdapat konflik kepentingan;
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{3}

t1)

{.)\
\L)

i1)

{2)

{3}

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat
tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, rlengan
total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiair) dalam 1 (satu) tahun
dari pemberi vang sama;

p. pernberian berupa hidangan atau sajian yang Lrerlaku umum; dan
q. cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan

kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun negeri
sepanjang tidak untuk individu pegarn ai negeri atau penyelenggara
negara.

Dalam hal Pejabat/Pegarvai menerima gratilikasi -yang tidak dapat ditolak
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) berupa makanan danlatau minuman
yang mud,ah busuk atau rusak, penerima gratifikasi rvajib menyampaikannya
kepada UPG untuk selanjutnSra disalurkan sebagai bantuan sosial

Pasal 4
Dalam ha1 penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud rialam pasal 2 a1,-at

{2}, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan
pada saat pemberian.
Dalam hal penerimaan sebagairnana dimaksud dalam pasal pasal 2 a1,at (2i,
dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs
Tengah. Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 5
Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 a3.at i1) dilakukan
dengan cara-:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 {tiga puluhi hari kerja sejak
Gratifikasi diterimalditolak; atau b. disampaikan kepada KPK daiam
jangka r,vaktu paling lama 10 (sepuiuh) hari keija sejak Gratifikasi
diterima/ditolak.

b. disampaikran kepada I{PK melalui LIPG dalam jangka waktu paling lama 10

{sepuluh} hari kerja sejak Gratifika*i diterima I ditalak.
UFG sebagaimana dimaksud pada a-vat (1) hrui:uf a r,vajib meneruskan laporan
Gratifikasi kepacla KPK daiam rvaktu paling lama 10 {sepuluh} hari ker_ia sejak
tanggal laporan Grati{ikasi diterima.
Laporan Gratifikasi seLragaimana dimaksud avat (1) dianggap lengkap apabila
sekurang-kuran gn3ra memuat:
a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat

lengkap, dan nomor teiepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
d. tempat dan rvaktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi I'ang diterima/ditolak;
f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
g kronologis peristirva penerimaanfpenolakan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gralifikasi"
Lapcran dimaksud pada a,vat {1} disampaikan dalam tlentuk tertulis, surat
elektronik, atau aph'kasi sesuai dengan rnekanisme ]rang berlaku.
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i1)

t2,

t4)

t3)

(3)

{5} Mekanisme pelaporari sebagaimana dirnaksud pada ayat (4} diiaksanakan
sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporar: Gratifikasi

Pasal 6
Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oieh KPK berupa:
a. Gratifikasi milik penerima; atau
b. Gratifikasi milik Negara.
Terhadap Grati{ikasi 3.ang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG
menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
a. apabila pelaparan Gratifikasi telah disertai dengan uang dan/atau

barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang danlatau
tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau tiarang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara
langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi setragaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya
merupakan kewajiban pelapor dan ivajib disampaikan paling lambat 7
itujuh) hari kerja sejak diterima Su-rat Keputusan Penetapar: Kepemilikan
Gratifikasi oleh pelapor.

Terhadap Cratifikasi y'ang telah clitetapkan berstatus milik penerima, UPG
menindaklanjuti dengan hai-hal sebagai berikut:
a. pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang danf atau barang, maka

UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang
danlatau barang di kantor UFG atau ka:rtor KPK dengan membarva bukti
Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang,
maka UPG men-vampaikan kepada peiapor perihal status kepemilikan
Oratifikasi bahq,a uang danlatau trarang tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pelapor.

Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
tidak diambil oletr peiapor daiam jangka -wakiu paling lama 1 (satui tahun
sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan
kepada l{egara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada
pelapor secara patut.
Terhadap Gratifikasi },ang berstatus milik nega;:a, UPG berkocrdinasi dengan
KPK.

BAB lli
LTNIT PBNGENDALIAN GRATIFI KASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7
dalam rangka melaksanakan prograffr pengendalian gratifikasi dikrentuk
UPG.

d
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t2) Susunan keanggotaan UPG
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, terdiri dari:
a. Pembina
b. Fengarah
c. Ketua
d. Sekretaris
e. Anggota

Bupati Halmahera Barat
Sekretaris Daerah
Inspektur Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris Inspektorat Daerah Kab.Halmahera Barat
inspektur Pembantu Khusus, Unsur Auditor, Unsur
Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD)
pada Inspektorat Daerah,Unsur Badan I(epegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah,Unsur Bagian Hukurn
dan C)rganisasi Sekretariat Daerah,dan Satuan Polisi
Pamong Praja.

i3) Untuk pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin
sekretaris UPG.

{4i Susunan Kanggotaan UPG dan Sekretariat UPG seLragaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusall Bupati.

Pasal I
{1} Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratilikasi setiap daerah

wajib membentuk UPG Pembantu. t2) Susunan keanggotaan UPG
Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat i1) ditetapkan dengan
keputusan Kepaia Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah
b. Seknetaris : Sekretaris Perangkat Daerah
c. Anggota : seorang pegarvai yang ditunjuk sehagai admin UFG

pembantu.

Bagian Kedua
Wew-enang dan Kervajiban UPG Tingkat Kabupaten

Pasal 9
UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 mempunyai tugas berupa:
a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaarr

Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik
lainnya;

b. menerima rian mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, riaiam
hal Pegawai Negeri, Pen3relenggara Negara atau pejabat pubiik lainnya
melaporkan penolakan Gratifikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan Grati{ikasi kepada Komisi;
d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan clan penciakan Gratifikasi

secara periodik kepada Komisi;
e. menyampaikan hasil pengeloiaan laporan penerimaan dan penoiakan

Gratifikasi dan usuian kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Bupati;
f. meiakukan sosialisasi Cratifikasi kepada pihak internal dan eksternal

instansi pemerintahan, Lraclan ueaha milik negara, dan badan usaha milik
daerah;

d

-9



g. melakukan pemeliharaan Gratifikasi sampai dengan adan"-a penetapan
status barang terseLrut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian
Gratifikasi.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Kervajiban UPG Pembantu

Pasal l0
UPG Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunS'ai tugas Lrerupa
a. menerima, menganalisis, dan rnengadministrasikan laporan penerimaan

Gratifikasi dari Pegawai Negeri, PenyelenggaraNegara, atau pejabat publik
lainnya di lingkungan perangkat daerahnya;

Lr. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam
hal Pegawai Negeri, Penl.elenggara Negara atau pejabat publik iainnya
melaporkan penolakan Gratifikasi di lingkungan perangkat daerahn5'3;

c" meneruskan laporan penerimaan Cratilikasi kepada UPG Tingkat
Kabupaten;

d melaporkan rekapitulasi laporan penerirrraan dan penolakan Grati{ikasi
secara periodik setiap bulan kepada UPG Tingkat Kabupaten;

e. menyampaikan pengelolaal laporan penerimaan dan penolakan
Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Ketua
UPG Pembantu dilingkungan perangkat daerahn-r,'a serta ditembuskan
kepada Ketua tiPG tingkat Kabupaten;

f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan
eksternal instansi pemerintahan, di lingkungan perangkat daerahnya;

g. melakukan perneliharaan barang Gratifikasi di lingkungan perangkat
daerahnya sampai dengan adan3.'a penetapan status barang tersebut dari
KPK melaiui UPG tingkat Kabupaten; dan

h. meiakukan pemantauan dan evaiuasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi
di lingkungan perarlgkat daerahn3ia.

Pasal 1 1

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikeloia oleh Pemerintah Daerair, UPG
Tingkat Kabupaten dapat menentukan pemanfaatanny-a sesuai rekomendasi
KPK yang meliputi:
a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperiuan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;dan / atau
b. disumbangkan kepada Jiayasan sosiatr atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
e. dimusnahkan.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan w-elvenang dan
kevi.ajiban UPG Tingkat Kabupaten dan UPG Pembantu ditetapkan dalarn
petunjuk teknis Inspektur Daerah selaku ketua UPG Tingkat Kabupaten.

-10-
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BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 13

ii) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap Peraturan ini, agar segera melaporka:l kepada UPG Tingkat
Kabupaten secara liangsung atau melalui pcs/e-mail Sekretariat UPG
Tingkat Kabupaten.

(2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga ),-ang melapor sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 14
(i) Kepala Perangkat Derah seiaku Ketua UPG Pembantu bertanggungjawab

atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perangkat Derah /UFT .

{2} Inspektur Daerah bertanggung ja,,r,'ab atas pengalvasan pengendalian
gratifikasi di iingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Inspektur Daerah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksr.rd
pada ayat (2) keparla Bupati.

Pasal 15

(1) Seluruh pegaivai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah wajib
membuat surat pern3,'ataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau
pemtrerian gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat didalam aplikasi penilaian kinerja pegarvai negeri
sipil di lingkungan pemerintah daerah setiap bulan sebagai syarat
penerbitan laporan Kinerja Bulanan.

i3i Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

{4) Formuiir surat pern-yataan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

{5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pern3rataan sehragairnana
dimaksud pada a_1,*at ilJ dilakukan diiingkungan PD y=ang pelayanan puLriik

{6) Pengawasarr kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.

Pasai 16
Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pega-wai terhadap ketentuan yang
diatur dalam Peratural Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

BAB V
HAK DA}I PERLINDUNGAN

Pasal 17
Pelapor yang beritikad baik berhatr< untuk :

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kern ajihrannl,a daiam pelaporan
Gratifikasi;

-11 -
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b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh periindungan.

Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri dari :

{1} Pelapor gratitlkasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a. perlindurrgan dari tindakan baiasan atau perlakuan yang bersif-at

administratif kepegarvaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegarvai,usulan pemindahan tugas/mutasi at"au

hambatan karir lainnya;
b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau

ancaman fisik;
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. kerahasiaan identitas.

(2i Setiap FejaLrat pada Pemerintah Daerah w4jib memberikan perlindungan
terhadap Pejabat/Pegarvai yang menyampaikan iaporan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada a5,-at {1}.

{3i Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memheriper}akuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikanPejabatlPegawai karena
meiaporkan gratifikasi.

(a) Dalam hal terdapat ancaman fisik danlatau psikis kepada Pejabat/Pegawai
karena melaporkan gratifikasi, Pejabatf Pegau,ai dapat meminta
perlindungan kepada LPSK atau intansi lain -vang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan )'ang berlaku.

{5} Pelapor menJ*ampaikan permohonan secala tertulis kepada
Bupati Halmahera Barat melalui Ketua UPG Tingkat Kabupaten dengan
ditembuskan kepada KPK.

Pasal 19

{1} Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendaiian gratifikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada a-"-at tU dapat dijariikan
pertimbangan daiam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

{3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat i1} dan a3'-at

(2i dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja
dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasai 20
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d
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BAB VlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Haknahera
Barat"

Ditetapkair di Jailolo
pada tanggai lct $AareL

BUPATI H BARAT,

Diundangkan di Jailoio

pada tanggal @ Nlr,rat 2A25

DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN HALNIAHERA BARAT TAHUN

Safinan sesuai dengan aslinya,

2A25 NOMOR tT

d

Asisten Eid. Pemberdavaan Kesra
& Ekonomi

HUKUM DAN ORGANISASI,

NiF 197 28 200604 1 009
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